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RUU Ketenagalistrikan

Kalau tak ada aral merintang, nasib Rancangan Undang-
undang (RUU) Ketenagalistrikan akan ditetapkan hari ini da-
lam sebuah Rapat Pleno DPR. Akankah RUU Ketenagalis-
trikan —-yang substansinya sejauh ini dinilai khalayak akan
lebih banyak mendatangkan mudarat ketimbang manfaat
bagl bangsa dan negara-- ini disetujui parlemen?

bagian kalangan yang mencermati pembahasan isi
RUU Ketenagalistrikan itu sangat khawatir atas implementasi
konsep multibuyer dan multiseller yang diakomodasi RUU
tersebut. Pengamat kelistrikan | Nengah Sudja misalnya,
menggambarkan demikian tidak kondusifnya konsep penge-
lolaan usaha kelistrikan yang diadopsi dari Amerika itu. Di
negara asalnya sendiri, kata Sudja, konsep multibuyer dan
multiseller tidak diterapkan secara penuh. Bahkan, di bebe-
rapanegarabagian AS, masyarakat menolak. Dariperjalanan
selamaini, model multibuyerdan multisellertersebut terbukti
hanya menguntungkan produsen (pemilik pembangkit dan
distribusi). Konsumen menjadi obyek yang disengsarakan.

Konsep multibuyer dan multiseller yang tak lain dan tak
bukan merupakan konseE pasar bebas itu,akan memungkin-
kan produsen pembangkit listrik melakukan praktek kartel
secaraterselubung, dengan menetapkan harga listrik secara
sepihak. Kondisi seperti itu disinyalir pernah terjadi di negeri
Amerika Serikat. Di negeri Paman Sam itu, sebelum konsep
pasar bebas kelistrikan diberlakukan harga listrik disebutkan
hanya US$ 0,07/kWh, sementara setelah konsep tadi diterap-
kan harga listrik melonjak menjadi US$ 0,35/kWh. Pengamat
kelistrikan di AS sendiri kabarnya menganggap lonjakan
harga tersebut sebagai perampokan terang-terangan tapi
sah. Karena itu tak heran jika beberapa negara bagian di AS,
misalnya Arizona memutuskan untuk menunda pelaksanaan
model yang sangat kapitalis tersebut.

Harga listrik yang mahal, kata pengamat kelistrikan lain-
nya, bukan melulu disebabkan kemungkinan adanya kartel
terselubung antarprodusen pembangkit, tapi karena ditam-
pmt?nya sistem unbundling (dipecah-pecah-Red.) dalam
RUU Ketenagalistrikan. Dengan sistem tersebut, usaha ke-
listrikan yang selama ini hanya dikelola PT (Persero) PLN,
kelak akan ditangani oleh “PLN”, “PLN” kecil yang memung-
kinkan masing-masing usaha tersebut dikenai pajak, dan
pajak itu ujung-ujungnya akan dibebankan pada konsumen.

Itu pula sebabnya bisa dipahami jika Ketua MPR Amien
Rais pernah mengingatkan anggota DPR untuk berhati-hati
dan cermat dalam membahas RUU Ketenagalistrikan. Me-
nurut Amien --saat menerima rombongan Serikat Pekerja
PLN beberapa waktu lalu-- dengan draft sekarang, pengu-
asaan sektor kelistrikan bukan lagi hanya terbatas pada sisi
pembangkitan, tetapi investor swasta dimungkinkan untuk
masuk ke sektor transmisi, distribusi, hingga ke ritel atau
langsung ke pelanggan.

Apa yang dikhawatirkan mereka yang peduli terhadap
usaha kelistrikan di negeriini sangat mungkin benar. Dengan
menyerahkan sebagian pengelolaan listrik kepada swasta
maka fungsi sosial industrilistrik yang dipegang PLN, secara
beran?sur-angsur akan luntur, mengingatlistrik yang selama
ini lebih kita pandang sebagai komoditas strategis berubah
status menjadi komoditas bisnis. Pada suatu saat nanti, ja-
ngan kaget kalau masyarakat kecil akhirnya tidak bisa me-
nikmati terangnya lampu neon di rumah gara-gara tak sang-
qup membayar tarif listrik.

Kita berharap anggota DPR yang notabene merupakan
pembawa kerentlngan rakyat mau mendengar dan menam-
pungaspirasiyang disuarakan sebagiananggota masyarakat
mengenai mudarat dari RUU Ketenagalistrikan tersebut. Ja-
ngan hanya gara-gara mengejar target waktu penyelesaian
pembahasan RUU Ketenagalistrikan, wakil rakyatyang duduk
dilembaga legislatif itu akhirnya harus mengorbankan kepen-
tingan masyarakat luas. ***
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